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PEND A H U L UAN 

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Rcpublik lndoncs1a Tahun 1945 

Pasa1 2 ayat ( 1) menyatakan bahwa ·· kcdaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar ·· Perubahan terscbut bermakna bahwa 

kedaulatan rakyat tidal. lagi dilaksanakan scpcnuhnya o1eh MPR. tctapi dilaksanakan 

menurut ketentuan Undang-Undang [)a,ar. 

Berdasarkan perubahan tcrscbut seluruh anggota DPR. DPD, Pn:sidcn dan 

Wakl Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten!Kota dipilih mclalui pemilihan 

yang dilaksanakan secara langsung. uniUm. be bas. rahasia, juJur, dan adil setiap lima 

tahun sekali. Demikian Juga haln)a kcpala daerah bail-. llu provinsi maupun 

lo.abupaten/kota dilalwkan pemilihan sccara langsung. 

Pernilihan kepala dacrah (PiiJ..ada) secara langsung tclah menjadi tema 

penting bagi proses demokratisasi di tingkat lokal. Praktik Pilkadn langsung ini telah 

banyak memberikan dampak baik dan buruk. Dikatakan bnik karcna pemilih 

(masyarakat) dapat mencntukan sccara langsung lewat ·suara terbanyak siapa yang 

akan menjadi kepala daerahnya. Dikatakan tidak baik karena Pilkada tclah jadi salah 

saiU pemicu peningkatan konllik ditingkat daerah. serta juga biaya penyclenggaraan 

P1lkada yang sangat besar.1 

1"1ohamad Sul.n, Culon lnJ�pendcn & Dt·mol<rasi Politi• Indonesia. Forum Polil1$i org, 
http W\ol.w· googl�t. coloninclepf!.nJen 
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Pada bulan Juli 2007. Mahkamah Konstitusi telah memutus permohonan 

pcngujian undang-undang No. J2 Tahun 2004 t entang Pemcrintnh Daerah, khususnya 

vang berkaitan dengan pcnnohonan yang mcnujukan supaya culon perseorangan 

tlapat menjadi salah satu kontc:;tun l'ilkada. Calon pcrscorangan. yang disebut oleh 

l<!berapa orang sebagai eaton indepcnden dtJadikan sebagai altematif calon di luar 

yang dicalonkan melalui mckant:;mc partai politil... 

Dengan dikabulkannya pcrmohonan Pengujian Undang-Undang No. 32 Tahun 

2004 tcntang bolchnya calon indepcm.lcn mengajukan diri dan turut dalam 

pclaksanaan pcmilihan kcpala daerah pro' insi. kabupatcn!kota memberiknn suatu 

dimensi tentang pcrubahan tananan sistcm politik di Indonesia. 

Berpeluang majunya colon pcrseorangan (independcn) dalam pemilihan 

kepala daerah (pilkada) bcrda$arkan putu..<;an Mahkamah Konstitusi (�lanjutnya 

disingl..at menjadi MK) mcrupal..an rca.litas politik yang harus diterima s�:mua pihak. 

Dengan pengesahan itu. calon per>corangan memiliki kcdudukan setam dengnn 

parpol. Dia dapat dipahrunt scbagai "in:;titusi politik" baru dengan "konstituen" massa 

rakyat, yang harus dihimpun dw1 diyakinkan scbagaimana parpol mcnghimpun dan 

meyakinknn nnggota atau konstituennya. Oleh karenanya, calon indepcnden yang 

akan maju dalam pilkada harus dikenai pcrsyaratan sebagaimana parpol atau 

gabungan partai politik. 

Keberadaan caJon independen dalam pelaksanaan pilkada scmakin I..'Uat 

dengan disyahknn ro:,isi UU No. 32 1 ahun 2004 tentnng Pemerintnhan Daerah oleh 
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